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PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR : PM 98 TAHUN 2011 
TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
NOMOR PM 63 TAHUN 2011 TENTANG KRITERIA, TUGAS  

DAN WEWENANG INSPEKTUR PENERBANGAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keselamatan, 
keamanan dan pelayanan penerbangan telah diatur 
mengenai Kriteria, Tugas dan Wewenang Inspektur 
Penerbangan dengan Peraturan Menteri Perhubungan 
Nomor PM 63 Tahun 2011 tentang Kriteria, Tugas 
dan Wewenang Inspektur Penerbangan; 

b. bahwa berdasarkan rekomendasi International Civil 
Aviation Organization (ICAO) pada Universal Safety 
Oversight Audit Program (USOAP) perlu diatur 
mengenai pengawasan terhadap hasil pemeriksaan 
kesehatan personel penerbangan yang dilakukan oleh 
penguji kesehatan (medical examiner); 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
dilakukan perubahan atas Peraturan Menteri 
Perhubungan Nomor PM 63 Tahun 2011 tentang 
Kriteria, Tugas dan Wewenang Inspektur 
Penerbangan; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1  Tahun 
2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang 
Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4075); 

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara 
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon 
I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010; 

5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK 38/OT 
002/Phb-83 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai 
Kesehatan Penerbangan Direktorat Jenderal 
Perhubungan Udara; 

6. Keputusan Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi 
Nomor KM 75 Tahun 2000 tentang Standar Sertifikasi 
Kesehatan Personil Penerbangan; 

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Perhubungan; 

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 63 Tahun 
2011 tentang Kriteria, Tugas dan Wewenang 
Inspektur Penerbangan; 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI 
PERHUBUNGAN NOMOR PM 63 TAHUN 2011 TENTANG 
KRITERIA, TUGAS DAN WEWENANG INSPEKTUR 
PENERBANGAN. 

Pasal  I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 63 
Tahun 2011 tentang Kriteria, Tugas dan Wewenang Inspektur 
Penerbangan, diubah sebagai berikut : 
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